68

BAB III
KAWIN PAKSA MENURUT FIQH ISLAM
A. Kawin Paksa
1. Pengertian Kawin Paksa Menurut Hukum Islam
Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan dalam al-Quran dan hadistpun tidak disebutkan secara Implisit. Namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.
Adapun pengertian Ijbar sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.[footnoteRef:2] Didalam fiqh Islam, istilah ijbar sendiri eratkaitannya dengan persoalan perkawinan. Dalam fiqh Syafi`idisebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah Ayah atau kalau tidak ada Ayah, maka Kakeklah yang berhak, jadi apabila seseorang Ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.[footnoteRef:3] [2:  KH. Husain Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender”. (Yogyakarta : LKIS,2001), 79]  [3:  Ibid, 80] 

Dengan memahami ijbar diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap gadisnya untuk menikah dengan seorang laki- laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang gadis, melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.[footnoteRef:4] [4:  Ibid, 81] 

Adapun para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa ijin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan, haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain :
1. Antara wali mujbir dan anak perempuannya tidak ada permusuhan
2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu` dengan wanita yang dikawinkan
3. Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan
4. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan isterinya.[footnoteRef:5] [5:  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),(Yogyakarta : Liberty,1999), 46-47] 

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri diartikan sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Isatilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi iqrah, yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.[footnoteRef:6] [6:  KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”, 79- 80] 

2. Pengertian Kawin Paksa Menurut Hukum Positif
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positf bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan.
Dalam pasal 6 ayat 2 Udang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.
Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif mengenai pengertian kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, yang dianut oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsure paksaan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari anaknya tersebut. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia” kawin paksa” sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.[footnoteRef:7] [7:  W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka,1984), 697.] 

B. Persyaratan Perkawinan
1. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Para Imam Madzhab
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik kepada manusia,hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-dzariat ayat 49 :
وَمِنْ كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٤٩ 
Artinya:“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Perkawinan sendiri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang mawaddah dan sakinah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan adanya landasan yang kuat dan kokoh dalam membentuk dan menjaga ketentuan keluarga. Rasa saling menyayangi, saling mengerti, saling mempercayai serta menutupi atau memenuhi kebutuhan masing-masing adalah merupakan beberapa sikap yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keluarga seperti yang dirumuskan dalam tujuan perkawinan tersebut.[footnoteRef:8] [8:  Effy Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Dijalan Yang Benar (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005 ), 33.] 

Selain itu perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah :
a) Pembentukan rumah tangga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang dibelantara kehidupan dan dengan perkawinan ini pula maka orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan maupun penderitaan.
b) Gairah seksual yang merupakan keinginan kuat dan juga penting, setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati kepuasan seksualnya dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau menikah seringkali tidak teratur baik secara fisik maupun psikologis.
c) Reproduksi sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan, melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut. Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor penting dalam memantapkan pondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagian bagi orangtua.[footnoteRef:9] [9:  Ibrahim Amini, Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, (Bandung : Al-bayan, 1994), 17-18] 

Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada dalam perkawinan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad atau transaksi apapun, termasuk juga dalam akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang dengannya sesuatu itu akan menjadi sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada didalamnya.[footnoteRef:10] Sedangkan syarat dalam Ensikolopedi Hukum Islam dirumuskan sebagai sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar`i dan ia berada diluar hukum itu sendiri.[footnoteRef:11] [10:  Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004), 95]  [11:  Tim Penyusun, Ensikolopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru-Vanhoeve,1997), 1691] 

Para Ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai wanita dengan mempelai pria atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[footnoteRef:12] [12:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima Madzhab, (Jakarta : Lentera Beristama, cet-3,2005), 309] 

Imam Syafi`i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki- laki atau seorang laki-laki muslim dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil, namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki- laki dinyatakan tidak sah.[footnoteRef:13] Imam Syafi`idan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad. [13:  Ibid, 313] 

Mengenai syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, selain itu juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.[footnoteRef:14] [14:  Ibid,315] 

Semua imam madzhab sepakat kecuali imam Hanafi, bahwa akad harus dilakukan dengan sukarela dan atas kehendak sendiri, sementara itu Syaikh Murthada Al-anshari dari madzhab imamiyah mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya.[footnoteRef:15] [15:  Ibid, 315-316] 

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang boleh mentasarrufkan hartanya, boleh menikahkan dirinya, tidak boleh walinya menyanggah, kecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Apabila demikian, maka wali boleh menyanggahnya. Sementara itu Imam malik berpendapat bahwa kalau perempuan tersebut berbangsa dan cantik rupawan, gemar orang memperistrikannya, tidak sah nikahnya tanpa wali, kalau keadaan perempuan tersebut sebaliknya, sah nikahnya tanpa wali dan dilaksanakan pernikahannya oleh bukan diri atau kerabatnya yang menjadi wali atas persetujuannya.[footnoteRef:16] [16:  Muhammad Hasbi As-shiddieqy, Hukum-hukum fiqh Islam, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 223-224] 

Dalam merumuskan komposisi rukun dan syarat yang ada dalam akad nikah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha`, dimana ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan kedalam rukun nikah dan ada sebagian ulama yang lain mengkategorikan sebagai syarat nikah. Sebagai salah satu gambaran, ulama Malikiyah misalnya menyebutkan lima macam rukun nikah yaitu : (1) Wali, (2) mahar, (3) suami, (4) isteri, (5) sighat akad, sementara itu kebanyakan ulama Syafi`iyyah juga menyebutkan lima rukun nikah, tetapi unsur tertentu yang berbeda dari madzhab Maliki. Adapun rukun nikah menurut ulama Syafi`iyyah adalah : (1) Suami, (2) Isteri, (3) wali, (4) dua orang saksi, (5) sighat akad.[footnoteRef:17] [17:  Muhammad Amin Suma , Hukum Keluarga Islam di dunia Islam, 96] 

Dari beberapa uraian di atas terlihat jelas bahwa rukun nikah yang dipaparkan Malikiyyah dan Syafi`iyyah adalah dalam hal adanya dua orang saksi, meskipun demikian dalam menempatkan komposisi rukun dan syarat terdapat persamaan yang sangat mendasar yaitu persoalan sighat aqad yang mencakup ijab dan qabul, sebagai rukun nikah yang paling mendasar dalam pernikahan.
2. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan
Dalam pasal 1 bab I undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Dari uraian pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan tentunya tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja (lesbian).[footnoteRef:18] [18:  Moch.Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,2002) , 54] 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga ditentukan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah :
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itulah suami isteri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya sehingga tercapai kesejahteraan spiritual maupun material.
b. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan disamping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c. Undang-undang ini menganut asas monogami terbuka, yaitu apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hokum agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri di bawah umur.
e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segalasesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[footnoteRef:19] [19:  Ibid, 56-57] 

Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengaturnya pada bab II, tepatnya pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
a) Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
b) Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan Agama sengan syarat- syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada ijin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa asuami akan berlaku adil terhadpa istri-istri dan anak-anak mereka.
c) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
d) Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orangtua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
e) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang :
· Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas.
· Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
· Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
· Berhubungan susuan yaitu orangtua sususan dan bibi/paman susuan.
· Berhubungan saudara dengan isteri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
· Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang masih berlaku dilarang kawin.
f) Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi dari Pengadilan.
g) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lagi.
h) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah melampaui tenggang waktu tunggu.
i) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975  tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[footnoteRef:20] [20:  Ibid, 58-59] 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan dijelaskan pada Bab IV, tepatnya pada pasal 14, dimana disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a) Calon suami. Untuk calon suami yang disayaratkan sekurang- kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[footnoteRef:21] [21:  Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI] 

b) Calon Isteri. Untuk calon isteri disyartakan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahunharus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
c) Wali Nikah. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[footnoteRef:22] [22:  Pasal 20 ayat 1 KHI] 

d) Dua orang saksi. Yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.[footnoteRef:23] [23:  Pasal 25 KHI] 

e) Ijab dan Qabul.

3. Kesukarelaan dalam Perkawinan
Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan didalam suatu perkawinan adalah pihak yang berhak atas perkawinan itu adalah :
· Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa perkawinan itu harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, misalnya kesanggupan dari orang- orang yang akan menikah, adanya mahar, adanya rukun dan syarat perkawinan dan lain sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan, maka perkawinan itu menajdi batal.
· Hak orang-orang yang akan kawin.
· Hak wali.[footnoteRef:24] [24:  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 22] 

Baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinannya itu.
Dalam hukum agama, Suatu prinsip kebebasan kemauan dalam masalah memilih pasangan untuk membentuk sebuah keluarga sama sekali tidak bertentangan dengan Al-qur`an, sungguhpun mungkin bertentangan dengan Hukum Fiqh Madzhab Syafi`iyang dianut. Madzhab Syafi`imasih belum dapat melepaskan dirinya dari kungkungan-kungkungan masyarakat Arab yang masih kuat berlaku dalam masanya itu. Kepentingan usbah tidak memberi peluang bagi wanita untuk beremansipasi seluas yang dikehendaki oleh al-qur`an karena itu masih terpaksa untuk di akui hak bapak, atau datuk sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki untuk kehormatan dan nama baik keluarga.
Persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan isteri secara ma`ruf.[footnoteRef:25] [25:  A. Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 221] 

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki ditandai dengan kedewasaan dan kedewasaan menurut mereka adalah diukur dari sisi apakah dia sudah baligh dan berakal atau belum,[footnoteRef:26] jadi seorang perempuan, tanpa melihat statusnya gadis atau janda, dapat dinyatakan sebagai dewasa apabila dia sudah baligh dan berakal. Dalam hal seperti ini seorang perempuan berhak baik secara langsung dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad,[footnoteRef:27] dengan kata lain, dia berhak mengucapkan sendiri ijabnya dan atau berhak pula mewakilkannya kepada orang lain. [26:  KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender”,88]  [27:  Ibid, 88  ] 

Pendapat diatas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi`idan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya.
Pada hakikatnya adalah berbicara tentang cara mengungkapkan kerelaan itu.[footnoteRef:28] Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang- terangan, sedangkan pada perempuan ynag masih gadis adalah sebaliknya, tertutup, malu-malu. Boleh jadi kerelaan diindikasikan dengan diam saja atau tersenyum atau cara-cara lainnya yang oleh tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau, minimal tidak menolak.[footnoteRef:29] [28:  Ibid, 88]  [29:  Ibid, 89] 

Munculnya istilah kawin paksa tidak lepas dari adanya pemahaman yang berkembang dalam masyarakat mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh para orang tua atau wali. Dimana hak ijbar diartikan sebagai hak atau kekuasaan orangtua atau wali untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum.
Pemahaman makna ijbar seperti yang tersebut diatas, bila dikaji dan dipahami secara mendalam, maka pemahaman tersebut memiliki konotasi ikrah, yaitu adanya paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman tanpa dia sendiri mampu melawannya. Pemahaman ijbar dengan konotasi ikrah itu adalah keliru, karena ijbar itu sendiri merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab, sehingga kekuasaan seorang ayah terhadap seorang anak (perempuan) untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan untuk memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan dari anak, melainkan hanya sebatas hak mengawinkan.[footnoteRef:30] Jadi ijbar seorang ayah terhadap anaknya lebih bersifat tanggung jawab saja, dengan asumsi dasar bahwa anaknya belum mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.[footnoteRef:31] [30:  KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, hal 79-80]  [31:  Ibid, hal 81] 

Lebih lanjut Imam Syafi`imenilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa ijinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa ijin gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi`imenetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya, karenanya Syafi`I hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya sahabat-sahabat Syafi`imemodifikasikan konsep ini dengan memberikan hak ijbar kepada kakek.[footnoteRef:32] [32:  Muhammad b Idris al-Syafi`i, Al-Um, (Beirut, Libanon : Dar Al-Kutub al`Ilmiyyah, tt, juz 3), 18] 

Namun ada pendapat yang mengakui adanya hak ijbar tersebut, pendapat itu terutama dari imam Syafi`i, beliau berpendapat bahwa wali boleh melakukan ijbar terhadap anak gadisnya. Namun ijbar yang diperbolehkan imam Syafi`itersebut tidak boleh diartikan sebagai pemaksaan semaunya secara sewenang- wenang. Untuk itulah beliau memasang aturan-aturan mengenai hak ijbar  ini, yaitu : pertama, bahwa wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan sendiri, karena mereka berdualah yang lazimnya paling tidak diragukan kasih sayangnya; Kedua, anak perempuan yang di-ijbar masih gadis, dalam artian belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana hidup sebaiknya berumahtangga: Ketiga, dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang di-ijbar; Keempat, calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu, setara, baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi atau kalau perlu keturunan; Kelima, maskawin yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar mitsil, yakni mas kawin dengan nilai ekonomi yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial perempuan; Keenam, diketahui bahwa calon mempelai laki-laki adalah orang yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya; Ketujuh,calon mempelai laki-laki diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.[footnoteRef:33] [33:  Masdar F Mas`udi, Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan,(Bandung : Mizan,2000), 99- 100.] 

Salah satu rukun yang mendasar dalam perkawinan, yang telah disepakati oleh para fuqaha, adalah sighat akad, yang mencakup ijab dan qabul, karena dengan melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.
Berbicara mengenai masalah akad dalam perkawinan, semua ulama madzhab, kecuali Imam hanafi, telah sepakat bahwa akad haruslah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri. Kesepakatan para ulama madzhab ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-hasan Al-Isfahani dalam Al-wasilah-nya pada bab al-zawaj yang mengatakan bahwa, “untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidaklah sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah.”[footnoteRef:34] [34:  Muhammad Jawad Al-mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, 316] 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau karena adanya paksaan, maka pihak-pihak yangh merasa dirugikan oleh adanya akad tersebut dapat mengajukan gugatan kepada hakim.[footnoteRef:35] Untuk itulah wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon isteri dan mengetahui kerelaannya sebelum di akad-nikahnya, sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhoan dari pihak calon isteri sebelumnya belum diketahui.[footnoteRef:36] Jika memahami masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan sejarah dan maksud dibentuknya hokum yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 memiliki orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, hak-hak asasi perempuan, yang diantaranya diperlakukan secara egaliter dengan kaum laki-laki harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperhatikan atau melindunginya. [35:  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, 53]  [36:  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 7, (Bandung, Al-ma`arif, 1982),13] 

Eksistensinya Undang-undang perkawinan sendiri memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan kaum  perempuan dalam menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara tuntutan yang dikehendakinya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya dibidang perkawinan. Para kaum perempuan menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada ditangan wali atau orangtua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yakni melanggar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.[footnoteRef:37] [37:  Mirin Primudiastri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan” Dinamika Hukum, No.19 Thn Ke-IX (agustus 2003) hal 44] 

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atau kepentingan keluarga guna dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alas an kesederajatan dalam status sosial, ekonomi dan politik.[footnoteRef:38] Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orangtua atu keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam membentuk dan membangun kelangsungan hidup berkeluarga. [38:  Ibid, hal 45] 

Salah satu ketentuan hukum yang ada didalam pasal 6 ayat 1 bab II mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undanh Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini juga dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal ini menjamin tidak adanya kawin paksa.[footnoteRef:39] [39:  Muhammad Amin Suma,Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, 59] 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya, yang diantaranya adalah adanya persetujuan kedua belah pihak mempelai. Menurut hukum Islam sendiri, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri.
Karena pihak perempuan tidak langsung melaksanakan ijab, maka disyaratkan adanya ijin atau persetujuannya sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga memaksakan kemauannya tanpa adanya persetujuan (wanita calon pengantin yang bersangkutan).[footnoteRef:40] [40:  Mirin Primudiastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan” Dinamika Hukum, 49] 

Tindakan pemaksaan yang banyak dilakukan oleh orangtua atu wali ini pada hakekatnya adalah merupakan tindakan penzaliman yang mungkin tidak disengaja oleh para orangtua terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya paksaan itu sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah  SAW  dalam  sebuah  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  jama`ah  hadist, kecuali Bukhari, mengatakan :
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِىْ نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا (رواه مسلم) 
Artinya:“Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda : janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta ijinnya dalam perkara dirinya dan ijinnya adalah diam” (HR.Muslim)[footnoteRef:41] [41:  Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana`ani, Subulussalam Syarh Bulughul Maram, (Beirut : Dar Al kotob Al-ilmiyah, Cet-4, 2006), 121.hadist ke-931] 


Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah Bab kufu`dalam perkawinan, bahwa jika perempuan yang saleh dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, kalu perempuannya masih gadis, maka ia berhak menuntut pembatalan.[footnoteRef:42] Jika seorang gadis dikawinkan bapaknya dengan seorang peminum khamar atau laki-laki yang fasik,maka ia berhak untuk menolak perkawinannya dan hakim hendaknya memperhatikan hal ini supaya membatalkannya. Alasan bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga dibenarkan bilamana laki-laki yang hendak dikawinkan dengannya berpenghasilan atau mempunyai pekerjaan dari pekerjaan yang haram.[footnoteRef:43] [42:  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 6, (Bandung, Al-Ma`arif,1981),  38]  [43:  Ibid.] 

Meskipun ada pendapat yang membolehkan adanya ijbar, namun prinsip “kemerdekaan” yang sangat digaris bawahi oleh Islam, termasuk juga dalam hal memilih jodoh, haruslah diperhatikan pula. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu haidst Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang gadis datang  mengadu  kepada  A`isyah  r.a.  perihal  ayahnya   yang   memaksa kawin dengan seorang lelaki yang ia tidak sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Memang ia akhirnya menerima pilihan orangtuanya, dengan berkata :
وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلآبَاءِ مِنَ اْلأَمْرِ شَيْءٌ
Artinya: “Hanya saja aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini”
Dalam buku Fiqh Sunnah juga dijelaskan bahwa para ulama madzhab telahsepakat seorang ayah atau wali haruslah meminta ijin atau menanyakan terlebih dahulu pendapat calon isteri dan mengetahui kerelaannya sebelum dilangsungkannya akad nikah, karena persetujuan dari kedua belah pihak, merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.[footnoteRef:44] [44:  Ibid, hal 13] 

Kesepakatan para ulama tentang hal ini adalah didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang tersebut diatas juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh bukhari yang menyatakan :
وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ اْلأَيَّمُ حَتَّى تُسْتَأْ مَرَ وَلاَ تُنْكَحُ اْلبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه متّفق عليه)

Artinya:”Tidak   boleh   seorang   janda   dinikahkan   hingga   ia   diajak   musyawarah   (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta ijinnya.” Para sahabat berkata:“Wahai Rasulullah, bagaimanakah ijinnya seorang gadis?“Ijinnya adalah dengan ia diam”, jawab Rasulullah”(Muttafaqun „alaihi)[footnoteRef:45] [45:  Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana`ani, Subulussalam Syarh Bulughul Maram, hal 121.hadist ke-930] 


Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab diatas senada dengan apa yang dikemukakan said sabiq yang mengatakan bahwa ajaran Islam melarang adanya pernikahan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya, sebab akad nikah tanpa adanya kerelaan wanita adalah tidak sah,karena unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak dan wanita berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.[footnoteRef:46] [46:  Ibid] 

Pakar hukum Islam Muhammad Daud Ali juga menjelaskan bahwa asas kesukarelaan yang terkandung dalam perkawinan merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan Islam.[footnoteRef:47] Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon mempelai tetapi juga antara kedua orangtua kedua belah pihak, sebab kesukarelaan orangtua menjadi wali merupakan sendi asasi perkawinan Islam.[footnoteRef:48] Meskipun asas ini menentukan kedua belah pihak sebagai pihak utama, namun hal ini tidak bersifat mutlak.[footnoteRef:49] Karena apabila bersifat mutlak, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang dijalankan oleh calon mempelai, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. [47: Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan agama(kumpulan Tulisan), (Jakarta : Raja Grafindo Perasada,1997), 126]  [48:  Ibid]  [49:  Mirin Primudiastuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan” Dinamika Hukum, 47] 

 Berbicara tentang albikr tusta`zanu (gadis dimintai ijin) imam Syafi`idan ahmad mengatakan bahwa minta ijin itu mustahab, maka cukup dalam ijin itu dengan diam dan menyangka bahwa sekiranya ijinnya gadis itu wajib maka harus berupa ucapan. Pendapat ini dinilai oleh ibn Taimiyah seakan-akan meminta ijin bukanlah suatu keharusan.[footnoteRef:50] Dan pendapat seperti ini menurut Ibnu Taimiyah adalah  menyalahi  Ijma`  kaum  Muslimin  sebelumnya  dan  nash-nash  Rasulullah SAW, karena sesungguhnya permintaaan ijin itu telah ditetapkan dengan sunnah yang shahih dan kesepakatan para ulama sebelumnya, yang mengatakan bahwa apabila saudara laki-lakinya atau pamannya mengawinkan anak gadisnya, maka terlebih dahulu harus minta ijin kepadanya dan ijinnya yaitu diamnya gadis itu.[footnoteRef:51] [50:  Ibnu Taimiyah, Hukum-hukum Perkawinan, alih bahasa Rusnan Yahya, cet. I (Jakarta : Pustaka Al-Kaustar,1997) hal 126]  [51:  Ibid.] 

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengawinkan anak gadis dengan ketidakrelaan untuk menikah , maka hal ini menyalahi pokok-pokok syariat dan akal sehat, sebab Allah tidak mengijinkan kepada walinya untuk memaksa anak gadisnya pada jual beli atau sewa menyewa kecuali dengan ijinnyadan tidak boleh pula memaksa pada makanan, minuman atau pakaian yang ia tidak menghendakinya.[footnoteRef:52] Dikatakan juga oleh Ibnu Taimiyah, bahwa: [52:  Ibid,hal 127] 

“tidak ada hak bagi salah seorang dari dua orangtua untuk menetapkan anak pada pernikahan orang yang tidak dikehendakinya, dan sesungguhnya apabila ia menolak menahan diri tidak akan menjadi beban, sebab apabila tidak ada hak bagi seseorang untuk mengharuskan dirinya makan sesuatu yang ia lari daripadanya sementara ia mampu makan sesuatu yang disenangi dirinya, maka nikah adalah seperti itu, bahkan lebih utama; sebab sesungguhnya makanan yang dipaksakan berulangkali dan pergaulan suami isteri yang dipaksakan umtuk selamanya juga menyakitkannya, sementara tidak mungkin untuk bercerai.[footnoteRef:53] [53:  Ibid, hal 133] 


Bagi kaum perempuan , janda maupun gadis mempunyai perbedaan untuk menolak lamaran orang yang tidak disukai dan tidak berhak bagi bapaknya atau walinya untuk memaksakannya agar mau menerima orang yang tidak disenanginya itu.
Jadi apabila janda dikawinkan tanpa diajak musyawarah terlebih dahulu, maka akad perkawinannya menjadi batal dan apabila seseorang gadis dikawinkan tanpa meminta persetujuannya lebih dahulu, maka ia berhak untuk memilih, meneruskan akad itu atau membatalkannya.[footnoteRef:54] [54:  Ibid, hal 65-66] 

Imam Bukhari dalam kitabnya menyebutkan, bahwa”bila seorang ayah menikahkan putrinya sedangkan si anak tidak menyukainya, maka perkawinan itu dapat ditolak.[footnoteRef:55] Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditunjukkan bahwa Rasulullah pernah membatalkan perkawinan seperti itu, dimana   disebutkan   bahwa Seorang   gadis   datang   menemui   Rasulullah   dan mengatakan bahwa ayahnya telah menikahkannnya dengan seseorang yang tidak disukainya, lalu Rasulullah memberinya hak untuk menolak perkawinan itu.[footnoteRef:56] [55:  Abdurrahman I .Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta, Rineka Cipta,1992) ,16]  [56:  Ibid.16] 


Dalam konstitusi hukum Nasional Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah menjamin adanya suatu perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua mempelai dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas,tanpa paksaan, dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinannya. Sebab tanpa adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dengan baik.
Untuk itulah perkawinan haruslah didasarkan pada prinsip persetujuan yang memposisikan masing-masing calon suami isteri sebagai subjek yang berhak memilih dan menentukan, bukan lagi sebagai objek yang dipilih dan ditentukan, atau didahului oleh proses mengenal atau mengetahui identitas masing-masing termasuk untuk mengukur dan menentukan eksistensi kesederajatan keduanya, supaya tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu terbentuknya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat tercapai.
Dari uraian berbagai pendapat yang telah diutarakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa meskipun ada pendapat yang membenarkan adanya kawin paksa, sebagaimana konsep Ijbar yang dikemukakan Imam Syafi`i, namun apabila didasarkan pada jumhur Ulama tentang kesukarelaan, kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan didalam melakukan akad nikah, maka pemaksaan perkawinan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, karena tindakan memaksa yang dilakukan orangtua atau wali terhadap anaknya untuk menikah dengan pilihannya merupakan tindakan penzaliman orangtua terhadap anaknya.
C. Usia Nikah
Didalam Al-quran tidak ada konsep tentang pernikahan anak-anak. Al- quran hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia dan status. Penekanan utamanya adalah perkawinan sebagai penyatuan antara perempuan dan laki-laki demi prokreasi dan hiburan bagi satu oleh yang lain dan tidak membicarakan tentang kapan dan dengan siapa. Akan terlalu berlebihan berusaha membuktikan bahwa al-quran membolehkan pernikahan anak-anak.[footnoteRef:57] [57:  Ashgar Ali Engineer, Hak-hak perempuan dalam Islam, (Yogyakarta : yayasan bentang Budaya. 1994), 156] 

Sebagian ulama beralasan bahwa ayat 65 : 4 memang berbicara tentang perkawinan dengan seorang gadis yang belum mencapai usia gadis yang belum mencapai usia akil baligh bunyi ayatnya adalah sebagai berikut: 
وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤ 

Artinya:"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Para ulama menarik kesimpulan bahwa mereka yang belum mencapai usia haid dapat juga dinikahkan . tetapi kata wallai lam yahidna tidak harus berarti mereka yang belum mencapai usia haid, disisi lain, ini bisa berarti mereka yang tidak haid karena alasan psikologis atau yang lain.[footnoteRef:58] [58:  Ibid, 156] 

Ketika melakukan kritik tajam terhadap para ulama ini, Maulana Usmani mengatakan bahwa mereka gagal mempertimbangkan bahwa al-quran tidak menuntu adanya iddah bagi isteri yang dicerai sebelum pernah terjadi hubungan seks, semua teolog sependapat dengan hal ini. Jika memang demikian, maka para ulama ini juga harus membenarkan hubungan seks dengan gadis yang belum mencapai menstruasi karena masalah iddah mencul hanya apabila ada kemungkinan terjadinya hubungan seks, bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin al-Quran membolehkan hubungan seks semacam itu. Maulana ismail juga berusaha membuktikan bahwa usia „Aisyah isteri Nabi, bukan enam tahun ketika menikah, sebagaimana dipercayai banyak orang, tetapi pada usia paling tidak 16 atau 17 tahun. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi juga tidak mengizinkan pernikahan anak-anak.[footnoteRef:59] [59:  Ibid, 156] 

Pendapat ini seirama dengan yang diterangkan oleh pendapat Ibnu Syubrumah, Abu bakar al-Asham,dan Ustman al-Batti. Pandangan ini menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan dibawah umur tidak sah dinikahkan.[footnoteRef:60] Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah ayat Al- quran surat an-nisa` ayat 6 : [60:  KH. Husein Muhammad, Refleksi Kiai Atas wacana gender, 71] 

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ 
Artinya:”Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”
.
Pendapat Ibn Syubrumah dan kedua ahli fiqh diatas tampaknya menjadi pilihan Undang-undang perkawinan IndonesiaNo.1 Tahun 1974 ini pada pasal 7 menetapkan” batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.[footnoteRef:61] [61:  Ibid, 72] 

Pendapat Abu Hanifah yang membolehkan perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinannya sendiri sangat di pengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang belaku di Kufah pada saat itu. Ketika itu Kufah, sebuah kota di Iraq, menjadi tempat perkemahan militer, sehingga percampuran berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam suatu pergaulan yang didominasi oleh orang-orang Persia telah menciptakan sebuah suasana yang kosmopolitan. Akibatnya, adat- istiadat dari suatu masyarakat suku yang bersatu secara dekat menjadi pudar, termasuk dalam hal pengaturan perkawinan yang dianggap dalam masyarakat tradisional suku Arab sebagai hak istimewa anggota keluarga laki-laki.[footnoteRef:62] [62:  Noel J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh Universty Press, 1964), 30.] 

Terkait persoalan penolakan terhadap Ijbar diperkuat oleh kalangan Hanafiyyah sendiri yaitu Ibnu Maudud al-Mushili mengatakan, “Tidak boleh ada paksaan untuk menikah bagi perempuan gadis yang sudah dewasa (balighah). Memang seorang wali harus meminta izin anak gadisnya dalam hal pernikahan, seraya menjelaskan tentang kondisi calon suaminya. Jika sang anak diam, atau menangis tanpa mengeluarkan suara, itu pertanda kerelaannya untuk menikah. Begitu pula bila ia tertawa, artinya dia memang menghendaki pernikahan itu. Namun bila selain walinya yang meminta izin, maka izin sang anak harus berupa perkataan. Sama halnya dengan seorang janda, kerelaannya terhadap suatu pernikahan terlihat dari ucapannya, bukan isyarat fisik.[footnoteRef:63] [63:  Ibnu Maudud al-Mushili, Ikhtiyar lita`lil al-mukhtar, I,tt,  32] 


